







1.1  Latar Belakang Masalah 
 
Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat besar, yang dihuni oleh 
bermacam-macam ras, suku, dan etnis yang berbeda-beda. Masing-masing daerah 
tersebut memiliki keunggulan tersendiri termasuk dari potensi alam yang 
dimilikinya, hal tersebut tentunya sangat menguntungkan dalam bidang 
kepariwisataan. Dengan banyaknya potensi alam yang dimilikinya itu akan 
menarik banyak wisatawan lokal dan asing untuk berkunjung dan akan 
memberikan keuntungan tersendiri bagi negara. 
 
Pembangunan pariwisata memiliki peran yang signifikan dalam aspek 
ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam aspek ekonomi, sektor pariwisata 
mengkontribusi devisa kunjungan wisatawan manca negara (wisman) dan Produk 
Domestik Bruto (PDB) beserta komponen-komponennya. Dalam aspek sosial, 
pariwisata berperan dalam penyerapan tenaga kerja, (Nugroho, 2011: 1) apresiasi 
seni, tradisi dan budaya bangsa, dan peningkatan jati diri bangsa. Dalam aspek 
lingkungan, pariwisata khususnya ekowisata dapat mengangkat produk dan jasa 
wisata seperti kekayaan dan keunikan alam dan laut, serta alat yang efektif bagi 
pelestarian lingkungan alam dan seni budaya tradisional (RPJMN 2009-2014). 
 
Pengembangan sektor pariwisata dan penunjangnya memiliki makna 
penting dalam integrasi nasional. Infrastruktur bukan saja berfungsi 
menghubungkan letak geografi wilayah nusantara, tetapi juga memandu lahirnya 












kesejahteraan  bermakna  hak  dan  kewajiban  negara  dan  warga  harus  berjalan 
 
secara optimal. Warga yang sejahtera cenderung bersifat integratif dan hubungan 
 
warga negara dengan pemerintahan bersifat positif sehingga masing-masing ingin 
 
memelihara manfaat dari hubungan positif tersebut. 
 
Seperti di wilayah pesisir pantai Muaragembong di Kabupaten Bekasi, 
 
terdapat  hutan  mangrove  yang  berfungsi  sebagai  penahan  air  laut  masuk  ke 
 
perkampungan,  namun  sekarang ini hutan mangrove di daerah tersebut mulai 
 
berkurang karena ulah masyarakat setempat. Hutan mangrove banyak di tebang 
 
secara  liar  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok  masyarakat  setempat,  misalnya 
 
menebang pohon mangrove untuk di manfaatkan kayunya menjadi bahan bakar 
 
memasak serta penebangan mangrove sebagai alih fungsi pembukaan lahan 
 
tambak. Apalagi ketika terjadi pesta rakyat seperti acara pernikahan, syukuran- 
 
syukuran dan lain sebagainya maka akan semakin banyak pula jumlah pohon 
 
mangrove yang ditebang. 
 
Menurut Thomas Robert Malthus dalam karangan yang berjudul “Essai on 
Principle of Population as it Affect the Future Improvement of Society,  
with Remarks on the Speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and 
Other Writers”, menyatakan bahwa penduduk (seperti juga tumbuh-  
tumbuhan dan binatang) apabila tidak ada pembatasan, akan berkembang 
biak dengan cepat dan memenuhi beberapa bagian dari permukaan bumi 
ini dengan cepat (weeks, 1992). Di samping itu Malthus juga berpendapat 
bahwa manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan, sedangkan laju 
pertumbuhan bahan makanan jauh lebih lambat dibandingkan dengan 
pertumbuhan penduduk. (Ida Bagoes Mantra, 2003: 50) 
 
Hal ini sejalan dengan realita permasalahan hutan mangrove yang terjadi 
 
pada Desa Muaragembong semakin lama semakin menyusut luasnya, akibat dari 
 









Daerah bagian utara Bekasi ini bisa dibilang daerah yang sangat jarang 
tersentuh dari perhatian orang-orang Bekasi, mungkin hanya sebagian orang yang 
mengetahui pasti daerah Muaragembong ini. Anggapan miring pun bermunculan 
di masyarakat perkotaan, dari hal Mistis sampai hutan belantara yang 
menyeramkan serta tindak kriminalitas yang tinggi. karena jika dilihat dari 
namanya mengandung kata “Gembong” yang berarti perampok atau penjahat yang 
menyeramkan. Tapi terlepas dari hal itu semua bahwa Muaragembong 
membutuhkan perhatian kita semua, karena dari 400 hektare hutan mangrove, saat 
ini yang tersisa hanyalah 100 hektare saja. Artinya penyusutan sudah sangat 
memprihatinkan, jangan sampai daerah ujung utara Bekasi ini hilang karena 
terendam oleh abrasi air laut serta kekayaan alam flora dan faunanya pun akan 
ikut menghilang maupun kekayaan sejarah dan budaya Bekasi. 
(https://issuu.com/bekasiurbancity/docs/buc_e-magz_edisi_4__hq_ ed. Ke-4, 
2013 diakses pada 30/09/2016 21:12) 
 
Di Muaragembong juga terdapat satwa liar seperi lutung hitam atau lutung 
jawa, namun keberadaan populasi satwa ini mulai terancam punah karena habitat 
mereka yang telah rusak akibat oknum tidak bertanggung jawab. Menurut Tim 
ekspedisi dari Bekasi Urban city mengungkapkan bahwa mereka menemukan 
beberapa jenis satwa burung yang masih dapat terlihat di Muaragembong 
diantaranya yaitu burung kacamata, cinenen pisang, dederuk, kuntul besar, cerek, 
dan trinil kaki merah, padi hitam, dara laut, cangak abu, trinil pantai, dara laut 
biasa, kokokan laut, wallet, kuntul kecil, cekakak sungai, cucak kutilang, bantet 









Sadar atau tidak, Indonesia memiliki banyak potensi ekonomi bahari, 
karakteristik wilayah, serta sumber daya alam yang melimpah, secara ideal 
seharusnya status dan potensi ini dapat memberikan kontribusi nyata untuk 
menjawab permasalahan kelautan dan kesejahteraan masyarakat pesisir 
khususnya. Namun ironisnya berbagai permasalahan terus menghimpit yakni 
eksploitasi sumber daya terus berlangsung tanpa kendali yang efektif, kemiskinan 
dan keterbelakangan masyarakat pesisir tetap menjadi potret buram di Indonesia. 
Ancaman bencana alam pesisir seperti tsunami, banjir, gempa dan sebagainya 
kian marak. Ketiadaan sarana dan fasilitas tetap menjadi hal yang memilukan bagi 
masyarakat, sementara pola pemanfaatan sumber daya dan wilayah kelautan 
belum fokus, serampangan dan masih tumpang tindih (J.E. Goldthrope, 1988: 
186-187). Selain itu juga kebijakan-kebijakan nasional seperti kenaikan BBM 
(Bahan Bakar Minyak) dan harga sembako selalu memberikan implikasi yang 
lebih parah untuk masyarakat pesisir. 
 
Secara umum, sumber pendapatan sebagian besar masyarakat pesisir 
pantai adalah sebagai nelayan, karena masyarakat pesisir telah menggantungkan 
hidupnya pada sumber daya kelautan, mereka terdiri dari nelayan, buruh nelayan, 
penjual ikan dan lainnya. Pendapatan yang di raih dari sumber daya kelautan tak 
pernah menentu setiap harinya, karena pendapatan mereka di tentukan oleh cuaca, 
ombak dan atau air pasang surutnya laut. Tingkat pendidikan di daerah pesisir pun 
masih rendah, karena letak geografis dan tingkat ekonomi penduduk pesisir 
terbilang sangat kurang. Desa pesisir memiliki karakteristik yang berbeda dengan 









geografis-ekologisnya saja, tetapi juga pada karakteristik ekonomi dan sosial-
budaya. Secara geografis, desa pesisir berada di perbatasan antara daratan dan 
lautan. Desa pesisir memiliki akses langsung pada ekosistem pantai (pasir atau 
berbatu), mangrove, estuaria, padang lamun, serta ekosistem terumbu karang. 
 
Kondisi geografis-ekologis desa pesisir mempengaruhi aktivitas-aktivitas 
ekonomi di dalamnya, kegiatan ekonomi di desa pesisir dicirikan oleh aktivitas 
pemanfaatan sumber daya dan jasa lingkungan pesisir. Aktivitas ekonomi 
mencakup perikanan, perdagangan, wisata bahari, dan transportasi. Kondisi 
lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum 
tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi 
masyarakat yang relatif berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam 
jangka panjang tekanan terhadap sumber daya pesisir akan semakin besar guna 
pemenuhan kebutuhan pokoknya. Ada beberapa permasalahan yang seringkali 
terjadi di dalam masyarakat desa pesisir pantai, yang pertama yakni isu ekonomi 
umumnya terkait aktivitas ekonomi masyarakatnya yang bergantung pada sumber 
daya pesisir. Aktivitas ekonomi di desa pesisir mencakup perikanan (tangkap, 
budidaya, pengolahan), ekstraktif (pasir laut), pariwisata, industri garam, 
pelabuhan dan transportasi, serta perdagangan. Potensi sumber daya tersebut 
seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat pesisir, namun karena kebijakan 
kelautan pemerintah yang belum berpihak pada pengembangan ekonomi berbasis 
sumber daya pesisir dan kelautan maka peluang tersebut masih belum 
berkembang. Kusumastanto (2003) mengemukakan kebijakan pembangunan 









terhambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan terjebak dalam 
kemiskinan (poverty trap). Berdasarkan hasil studi Smeru (2002), kemiskinan 
masyarakat di desa pesisir tahun 2002 mencapai 32 persen. Diperkirakan kenaikan 
BBM, kemiskinan masyarakat pesisir makin tinggi. 
 
Yang kedua adalah isu agraria. Persoalan penting yang menjadi penyebab 
kemiskinan tersebut adalah ketimpangan struktur agraria di desa pesisir. Isu 
agraria di desa pesisir dapat dibedakan antara isu agraria yang terjadi di desa 
pesisir yang berada di pulau besar (mainland), dan di desa pesisir yang berada di 
pulau kecil (small island). Desa pesisir di pulau-pulau besar memiliki sejumlah 
isu-isu kritis baik di tanah maupun air. Pada sumber agraria tanah, isu yang 
muncul adalah tentang status lahan pemukiman, pola penguasaan areal 
pertambakan, pola penguasaan lahan untuk produksi garam, dan mangrove. 
Permasalahan utama dalam isu tersebut adalah siapa yang dominan dalam 
penguasaan lahan-lahan tersebut. Masalah berikutnya adalah masalah reklamasi 
dan konflik spasial, umumnya juga terkait siapa yang diuntungkan di dalamnya. 
Sementara itu relokasi nelayan, terkait dengan adaptasi sosial-ekologis dari 
nelayan pendatang. 
 
Isu-isu kritis baik di tanah maupun air juga terjadi di desa pesisir di 
pulau-pulau kecil. Isu agraria tanah seperti masalah pemukiman, penguasaan 
mangrove dan penyewaan pulau pun sering kali terjadi di desa pesisir. Isu 
pemukiman muncul ketika pemukiman di atas perairan pantai mulai berkembang. 
Nelayan membangun rumah di atas air sebagian karena alasan kultural, yaitu 









mereka dalam menjalankan aktivitas di laut. Namun, sebenarnya ada alasan 
struktural, yakni adanya faktor tekanan penguasaan lahan di wilayah darat yang 
umumnya sudah dikuasai elit desa. 
 
Polemik yang timbul di desa Muaragembong ini kemudian mulai 
membuka kesadaran sekelompok masyarakat yang menyebut dirinya sebagai 
relawan di dalam suatu gerakan Save Mugo yang berupaya membantu 
meningkatkan perkembangan ekonomi di desa tersebut salah satunya adalah 
menanam seribu pohon mangrove yang sudah semakin menyusut luas wilayahnya. 
Karena mangrove ini mempunyai potensi yang besar dalam aspek pariwisata dan 
ekosistem sebagai penahan air laut agar tidak terjadi abrasi serta menjadikan 
mangrove sebagai habitat makhluk hidup seperti hewan lutung jawa, dan burung-
burung yang mulai berkurang jumlahnya guna menjadikan desa tersebut tetap asri 
namun menghasilkan nilai ekonomis bagi desa tersebut. 
 
Kesadaran masyarakat secara kolektif untuk membentuk suatu kelompok 
ini sesuai dengan teori Emille Durkheim dalam bukunya The Division of Labor in 
Society (1893/1964) dalam pembahasannya mengenai etnik, ia memaparkan 
tentang sifat solidaritas kelompok dalam dua jenis tatanan sosial, dimana ia 
memandang masyarakat sebagai sebuah komponen yang berbeda yang 
mempunyai hubungan satu sama lain. Menurut Durkheim masyarakat tradisional 
dan modern tidak memiliki suatu perbedaan dalam hal struktur internal dan fungsi 
eksternal, tetapi mereka dicirikan oleh berbagai jenis solidaritas kelompok baik itu 










“Solidaritas Mekanik, didasarkan pada suatu kesadaran kolektif bersama 
yang menunjuk pada totalitas kepercayaan, kebudayaan dan sentiment 
bersama yang rata-rata ada pada warga masyarakat yang sama tersebut. 
Misalnya dalam masyarakat jamaah keagamaan. Sedangkan Solidaritas 
Organik dibangun dari adanya spesialisasi dalam pembagian kerja yang 
saling berhubungan dan saling tergantung sedemikian rupa sehingga 
sistem tersebut membentuk solidaritas menyeluruh yang fungsional. 
Tingkat differensiasi dan spesialisasi yang menimbulkan saling 
ketergantungan secara relative dari pada nilai oleh salah satu orang”. 
(Yesmil Anwar dan Adang, 2013: 130) 
 
Maka dalam hal ini  gerekan  Save Mugo termasuk kedalam solidaritas 
 
organik karena kelompok ini terbentuk dan berkembang akibat dari hubungan di 
 
dalam masyarakat modern yang sadar akan kerusakan lingkungan hidup di desa 
tersebut, dan untuk mensosialisasikan Gerakan Save Mugo ini mereka 
menggunakan sosial media guna berupaya membuka kesadaran kolektif 
masyarakat lainnya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup yang 
 




Gerakan  Save  Mugo  ini  memfokuskan  pembangunan pariwisata  pada 
 
kegiatan mangroving (penanaman pohon mangrove) karena mereka sadar bahwa 
 
di daerah yang lokasinya hampir menuju ke kota besar, air yang dikonsumsinya 
 
sehari-hari itu sudah mulai payau, setelah diteliti ternyata ada masalah di daerah 
 
pesisir  sekitar  lokasi  tersebut  yaitu  penyusutan  luas  wilayah  mangrove  yang 
 
menyebabkan abrasi air laut ke pemukiman serta air laut tersebut tidak dapat 
 




Berkenaan dengan ini, Save Mugo juga mempunyai program jangka 
 









permasalahan abrasi agar tidak terjadi secara terus menerus dan menyebar ke 
seluruh wilayah di Kabupaten Bekasi. Mereka menyadari arti pentingnya hutan 
mangrove bagi pertumbuhan ekosistem tidak hanya untuk masyarakat pesisir saja, 
namun dampaknya akan dirasakan oleh seluruh umat manusia di muka bumi. 
Melalui kampanye “Bekasi Green Attack” yang di lakukan oleh Save Mugo secara 
masif kini mangrove Muaragembong sudah mulai banyak di kunjungi oleh para 
wisatawan dari berbagai komunitas-komunitas pencinta alam, dan organisasi-
organisasi lainnya yang perduli terhadap lingkungan hidup, yang pada tujuan 
utamanya adalah penanaman mangrove sebagai penanggulangan dari abrasi yang 
terjadi maka hal ini bisa disebut juga sebagai wisata berbasis ekologi. 
 
Hal ini berpengaruh terhadap keadaan sosial, lingkungan dan ekonomi 
masyarakat sekitar, sebab Save Mugo mampu membantu produktivitas desa 
Muaragembong dari segi ekowisata dan penanggulangan lingkungannya. Maka 
dari itu peniliti tertarik ingin memfokuskan kajian pembangunan berbasis 
ekowisata di wilayah ini secara sistematis, guna mengetahui bagaimana proses 
dan hasil yang telah dilakukan oleh gerakan Save Mugo ini. 
 
1.2  Identifikasi Masalah 
 
Adapun identifikasi masalah kejadian yang ada di Desa Pantai Bahagia 
diantaranya adalah: 
 
2. Adanya penebangan hutan mangrove secara liar serta perburuan 
lutung jawa dan monyet ekor panjang oleh oknum yang tidak 
bertanggung jawab. 
 









1. Tenggelamnya 3 Desa akibat abrasi yang menenggelamkan 
pemukiman masyarakat. 
 
2. Tingkat perekonomian dan pendidikan yang rendah menjadi 
permasalahan yang sudah tentu dirasakan oleh masyarakat pesisir. 
 
3. Terdapat potensi alam seperti, pantai dan hutan mangrove beserta 
satwa liar yang dapat dijadikan sebagai objek pariwisata. 
 
4. Adanya suatu Gerakan masyarakat yang berupaya membantu 
meningkatkan pembangunan pariwisata desa tersebut. 
 
5. Adanya Peningkatan yang dihasilkan dari segi sosial dan ekonomi 
yang dilakukan Save Mugo dalam pembangunan pariwisata. 
 
Melihat dari identifikasi masalah tersebut peneliti ingin memfokuskan 
kajiannya lebih lanjut mengenai kontribusi relawan “Save Mugo” dalam 
meningkatkan pembangunan wisata di Desa Muaragembong yang kini mulai 
menjadi destinasi para wisatawan lokal. Hal tersebut berhubungan dengan 
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat serta hubungan masyarakat 
setempat dengan Gerakan “Save Mugo”. 
 
1.3  Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 
dapat disusun dalam laporan penelitian adalah sebagai berikut: 
 
A Apa program Save Mugo untuk membangun pariwisata di desa Pantai 
Bahagia? 
 
B Bagaimana mekanisme program yang mempengaruhi pembangunan 









1. Bagaimana hasil yang telah dicapai dalam berupaya membangun 
pariwisata di desa Pantai Bahagia? 
 
1.4  Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka tujuan masalah yang dapat 
disusun dari proposal penelitian adalah sebagai berikut: 
 
D. Mengetahui program yang di upayakan oleh Save Mugo. 
 
E. Mengetahui kegiatan apa saja yang dapat mempengaruhi pembangunan 
pariwisata desa Pantai Bahagia. 
 
F. Mengetahui hasil yang telah dicapai oleh Save Mugo dalam 
membangun pariwisata di Muaragembong. 
 
1.5  Kegunaan Penelitian 
 
1.5.1 Kegunaan Teoritis 
 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk 
kepentingan akademis demi memenuhi tugas Laporan Penelitian, memberikan 
sumbangan wawasan serta pengetahuan dalam dunia pendidikan, dan juga dapat 
memberikan manfaat bagi pemerintah serta lembaga-lembaga swadaya 
masyarakat agar dapat dijadikan acuan dalam pembuatan program dan proses 
pembangunan bagi masyarakat pesisir, serta dalam dunia penelitian khususnya 










1.5.2 Kegunaan Praktis 
 
Hasil dari penelitian ini di harapkan mampu menumbuhkan kesadaran 
pada tiap individu di dalam masyarakat yang perduli dengan lingkungan tempat 
tinggalnya sendiri untuk menjaga, memelihara, mengelola dan melindungi 
lingkungan alam sekitarnya agar mampu memanfaatkan sumber daya alam dengan 
sebaik-baiknya untuk kemudian di perbaharui kembali, sehingga dapat 
mengurangi potensi dari masalah-masalah sosial lingkungan yang terjadi sebagai 
bentuk timbal balik individu pada alam yang telah menyediakan lahan untuk 
tempat tinggal dan hasil alam untuk kebutuhan mereka dalam mempertahan dan 
melanjutkan kehidupannya. Jika tiap individu di bumi ini sadar akan problematika 
yang pasti akan timbul akibat perkembangan zaman, maka mereka akan sadar 
untuk mempersiapkan hal-hal baru yang bermanfaat dari dampak yang akan 
terjadi pada lingkungan tempat tinggal mereka sendiri, dan juga memberikan 
kesempatan pada keturunan kita untuk menikmati alam sebagai tempat tinggal dan 
aktifitas kehidupan mereka di masa yang akan datang nanti. 
 
 
1.6  Kerangka Pemikiran 
 
Dalam penelitian ini pendekatan teori yang digunakan adalah teori 
fungsionalisme struktural yang pertama kali di cetuskan oleh Talcott Parsons, 
Dalam perumusan teori dasar Parsons, sistem hidup merupakan sistem tingkat 
pertama, berdasarkan ide yang diketengahkannya dalam The Social System (1951) 
yaitu tiga sistem yang saling tergantung satu sama lain (sistem kebudayaan, sosial 
dan kepribadian) parsons menambahkan sistem yang ke empat yaitu sistem 









masing sistem itu sebagai sebuah sistem yang memenuhi prasyarat fungsional 
sistem bertindak (action system), Parsons menciptakan empat kebutuhan primer 
fungsional, ke empat fungsi primer itu adalah Adaptation (adaptasi), Goal 
Atteainment (sistem kepribadian yang memenuhi kebutuhan pencapaian tujuan), 
Integration (persatuan), Latency (sesuatu yang tak nampak). 
 
Membahas prasayarat fungsional parsons itu dalam hubungannya dengan 
sistem bertindak sebagaimana terlihat dari apa yang disebutnya dengan tingkat 
“teori bertindak yang umum”, ialah bahwa perilaku cenderung memiliki empat 
tekanan yang berbeda dan terorganisir secara simbolis misalnya pencarian 
pemuasan psikis (dalam fungsi Goal Attainment), kepentingan dalam 
menguraikan pengertian-pengertian simbolis (Latency), kebutuhan untuk 
beradaptasi dengan lingkungan organis-fisis (Adaptation), dan usaha untuk 
berhubungan dengan anggota-anggota makhluk manusia lainnya (Integration). 
(Margaret M. Poloma, 2007: 180) 
 
Organisme perilaku adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi 
adaptasi yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan mengubah 
lingkungan eksternal. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan 
dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk 
mencapainya. Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan 
mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Terakhir Sistem 
kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor 
seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak. (George 









Definisi ini mencoba menetapkan sistem sosial menurut konsep-konsep 
kunci dalam karya Parsons yakni aktor, interaksi, lingkungan, optimalisasi 
kepuasan, dan kultur. 
 
Sesuai dengan fungsi Adaptasi parsons, dalam proses pembangunan yang 
dilakukan oleh Save Mugo, tidak semudah seperti kelihatannya karena mereka 
pun melakukan yang namanya proses adaptasi dengan lingkungan dan masyarakat 
setempat untuk mendapatkan suatu kepercayaan dan menjalin ikatan bersama agar 
mempermudah proses yang akan dilakukan, adaptasi menjadi hal yang paling 
mendasar dan paling penting dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan karena 
seseorang yang memasuki lingkungan baru harus mempelajari dan mengetahui 
keadaan alam dan lingkungan masyarakat setempat. 
 
Di dalam fungsi Goal Attainment, Save Mugo juga dalam upaya 
membangun pariwisata di desa tersebut juga memiliki sistem dalam pemetaan 
pembangunan didaerah tersebut. Misalnya melakukan mobilisasi gerakan 
komunitas dengan mengkampanyekan kegiatan yang dilakukan, memanfaatkan 
sumber daya manusia yang ada dalam kelompok tersebut sebagai pendukung 
untuk mencapai suatu tujuan yakni membangun dan menanggulangi permasalahan 
lingkungan didesa itu. 
 
Gerakan Save Mugo ini juga melalui fungsi Integration, dimana dalam 
melakukan gerakan tersebut mereka membutuhkan bantuan dan dukungan dari 
masyarakat setempat guna lebih mengefektifkan kegiatan yang dilakukan. Save 









setempat, terbukti ketika dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan melibatkan 
masyarakat setempat sebagai organ yang sangat penting. 
 
Tahapan terakhir yang telah dilalui yakni Sistem kultural, dengan adanya 
sistem kultural ini masyarakat mulai memiliki kesadaran yang tinggi akan 
pentingnya menjaga dan merawat lingkungan tempat tinggalnya, mereka sudah 
tidak lagi menebang pohon mangrove karena sadar akan dampak yang 
dihasilkannya. Mereka pun menjalin hubungan yang positif dengan Save Mugo 
sebagai salah satu stakeholder yang berupaya membangun desa tersebut, sehingga 
masing-masing ingin memelihara manfaat dari hubungan tersebut terbukti 
didalam kegiatan pembangunan mereka saling memotivasi satu sama lain. 
 
Bicara tentang pariwisata berhubungan sumber daya alam, masyarakat 
pesisir dalam pengelolaannya mereka bekerja sama dengan bergotong royong 
saling membantu satu sama lain, misalnya dalam mengelola pertambakan ikan 
atau pun pertanian yang dikelola oleh beberapa orang dan menggunakan sistem 
bagi hasil sesuai kesepakatan. Dalam pengelolaan sumber daya ini masyarakat 
pesisir memerlukan interaksi sosial satu sama lain untuk menjalin kerja sama, 
Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. 
Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu yang satu 
dengan individu yang lainnya, antara kelompok satu dengan kelompok lainnya 
maupun antara kelompok dengan individu. Dalam interaksi juga terdapat simbol, 
dimana simbol diartikan sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepadanya 
oleh mereka yang menggunakannya (Yesmil Anwar dan Adang, 2013: 194). 









respons antar individu, antar kelompok atau antar individu dan kelompok 
mengartikan proses-proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat 
apabila orang-perorangan dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan 
menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut, atau apa yang akan 
terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara 
hidup yang telah ada. 
 
Menurut Herbert Blummer (1969: 2) interaksionisme simbolis bertumpu 
pada tiga premis yaitu manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-
makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka, makna tersebut berasal dari 
interaksi sosial seseorang dengan orang lain, dan makna-makna tersebut 
disempurnakan saat proses interaksi sosial sedang berlangsung. 
 
Di dalam interaksionisme simbolik suatu makna berasal dari interaksi 
dengan orang lain, terutama dengan orang yang dianggap “cukup berarti” 
sebagaimana yang dinyatakan oleh blumer (1969: 4-5), “bagi seseorang, makna 
dari sesuatu berasal dari cara-cara orang lain bertindak terhadapnya dalam 
kaitannya dengan sesuatu itu. (Maryati dan suryawati, 2003) Hal ini berkaitan 
dengan fungsi Latency (sesuatu yang tidak nampak) di dalam pola perilaku 
masyarakat, dimana Latency sebagai kepentingan dalam menguraikan pengertian-
pengertian simbolis di dalam masyarakat pesisir khususnya. Hal ini berarti sesuai 
dengan pola interaksi masyarakat pesisir dalam bekerja sama mengelola sumber 
daya alam guna memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka saling membantu satu 
sama lain dalam bertani dan mengelola pertambakan ikan. Semua hal yang 









berasal dari interaksi sosial antara seseorang dengan orang lain. Maka makna 
kelautan bagi masyarakat pesisir pun sangat penting untuk menunjang kehidupan 
sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Tetapi bagi masyarakat desa lain yang 
berada di daerah perkebunan maka arti kelautan itu tidak begitu penting baginya 
sebab masyarakat desa yang berada di daerah perkebunan itu menggantungkan hidup 













1. Fungsionalisme Struktural (Talcott Parsons) 
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